SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan
Layanan Umum Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

Bupati adalah Bupati Mamuju.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan
serta penginterpretasian atas hasilnya.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi
judul, nomor dan tanggal efektif.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi BLUD menerapkan SAP berbasis
akrual.



(2) Kebijakan Akuntansi BLUD terdiri atas:

a.
b.

Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
Kebijakan Akuntansi akun.

(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat
penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan
keuangan.

(4) Kebijakan Akuntansi akun mengatur definisi,

pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan
PSAP atas:

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan

akuntansi dalam SAP; dan

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan
akuntansi dalam SAP.
Pasal 3
(1) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
terdiri dari:

g

mo a0 o

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;
neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

(2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:

S0 a0 o

Akuntansi aset;

Akuntansi kewajiban;

Akuntansi ekuitas;

Akuntansi pendapatan;

Akuntansi beban dan belanja; dan

Akuntansi penggunaan sisa lebih penggunaan
anggaran.



(2) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud

(2)

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran BLUD entitas pelaporan harus menyusun
dan menyajikan laporan keuangan tahunan, paling
sedikit terdiri dari:
. laporan realisasi anggaran;
. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
neraca;
. laporan operasional,
laporan arus kas;
laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran BLUD entitas akuntansi harus menyusun
laporan keuangan tahunan, yang paling sedikit terdiri
dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan operasional;

c. laporan perubahan ekuitas;

d. neraca; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

O A0 TP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran BLUD.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

1.

Peraturan Bupati Mamuju Nomor 119 Tahun 2019
tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;

. Pasal 26 Peraturan Bupati Mamuju Nomor 11 Tahun

2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 Desember 2024
BUPATI MAMUJU,
cap/ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI
Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU
cap/ttd
SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 32

Disalin sesuai aslinya




